BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian di atas mengenai penerapan pembuktian
terbalik di pengadilan TIPIKOR Kupang dan berdasarkan penjelasan di
atas dapat ditarik kesimpulan yaitu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Kupang dalam persidangan maupun putusan tidak ditemukan adanya
pembuktian terbalik ,karena para terdakwa dalam pembelaan terhadap
dakwaan JPU diberikan kesempatan melakukan pembuktian terbalik tetapi
para terdakwa tidak melakukannya.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis paparkan, penulis
dapat memberikan saran yaitu dalam proses persidangan tindak pidana
korupsi di Pengadilan khususnya mengenai pembuktian terbalik perlu
lebih dipertegas agar ketentuan mengenai pembuktian terbalik ini dapat

lebih optimal digunakan .
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